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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
penetapan permohonan izin perkawinan beda agama serta kekuatan hukum penetapan 
permohonan perkawinan beda agama. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer, sekunder, dan tersier. 
Penelitian ini meneliti tiga putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, 
yaitu putusan nomor No 115/pdt.P/2008/PN.Ska, No 04/pdt.P/20 11/PN.Ska, dan PN No 
421/pdt.P/2013/PN.Ska. Ketiga putusan tersebut mengenai putusan perkawinan beda agama, 
ketiga putusan tersebut memiliki permohonan dan keputusan yang sama yaitu, sama-sama 
dikabulkan. Akan tetapi dasar hukum dan pertimbangan yang dipakai masing-masing hakim 
berbeda. Maka dari itu penulis akan meneliti perbedaan dasar hukum dan pertimbangan hakim 
dalam ketiga putusan tersebut. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa alasan 
yang mendasari Hakim dalam menjatuhkan penetapan perkawinan beda agama, alasan tersebut 
dapat terbagi menjadi dua aspek, yaitu dari aspek sosial dan aspek yuridis. Alasan mengabulkan 
permohonan tersebut diuraikan sebagai berikut: Negara tidak dapat melarang dan menghalangi 
seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Serta menghindarkan dan mencegah perilaku 
asusila dalam masyarakat (kumpul Kebo). Serta adanya berbagai peraturan perundangan yang 
menyebutkan seseorang bebas melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai pemeluk suatu 
agama, termasuk di dalamnya adalah mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianut 
tersebut.  
Melihat dasar hukum dan pertimbangan serta putusan hakim maka telah sesuai dengan 
hukum bahwa perkawinam berbeda agama tidak dilarang dalam sistem hukum indonesia 
sebagaimana yang disitir oleh hakim pada dasar hukum dan pertimbangan. Selain itu, hakim 
juga menggunakan alasan : kesepakatan para pihak untuk melaksanakan perkawinan tidak 
dengan agama masing-masing. 
Penetapan perkawinan beda agama yang diberikan oleh hakim bersifat mengikat bagi 
kedua belah pihak yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama, dan mempunyai 
kekuatan pembuktian. 
Dalam ketiga putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta mengenai 
putusan perkawinan beda agama, masing- masing hakim menggunakan dasar hukum dan 
pertimbangan yang berbeda satu dengan yang lain. Padahal ketiga putusan tersebut memiliki 
permohonan dan putusan yang sama. Hal ini berarti masih belum ada keselarasan pendapat 
antara majelis hakim, hal ini disebabkan karena perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh 
hakim terhadap Undang-undang Perkawinan. Kesesuaian hukum yang digunakan hakim di 
atas, masih perlu dikembangkan lagi. Hakim seharusnya tidak hanya menguasai tata peraturan 
perundang-undangan semata, namun sebaiknya hakim juga menguasai norma-norma yang 
berkembang di masyarakat agar bisa terjadi keselarasan di antara hakim dalam memberikan 
pertimbangan pada setiap putusan permohonan perkawinan beda agama.  
Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama berdampak 
adanya ketidakpastian hukum, sehingga selayaknya tidak ada penafsiran-penafsiran yang tidak 
perlu, oleh sebab itu sebaiknya dibentuk peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan 
beda agama sehingga setiap orang akan mendapatkan hak dan kedudukan yang sama, serta 
terdapat kepastian hukum. 
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